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JABATAN FUNGS!ONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan

profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas
analisis kebijakan publik pada Kementerian, Lembaga Pemerintah
Non Kementérian dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890),




- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108);

- Peraturan  Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193),



Memperhatikan

Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4263} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2135);

11.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil: dan

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011,

> 1. Usul Sekretaris Kementerian PAN dan RB Nomor B/87/S.PAN-

RB/1/2012 tanggal 10 Januari 201 2;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat
Nomor WK.26-30/V.33-6-93 tanggal 30 Januari 2012;

MEMUTUSKAN :

* PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalam
lingkungan instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat
pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan analisis
kebijakan yang mencakup proses identifikasi masalah kebijakan,
formulasi  kebijakan, penyampaian hasil analisis kebijakan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan oleh Pegawai
Negeri Sipil.



2. Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan
instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya
menyelenggarakan dan/atau melaksanakan tugas mengidentifikasi
masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasijl
analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
kebijakan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan
adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atay
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat
fungsional Analis Kebijakan dalam rangka pembinaan karier yang
bersangkutan.

5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil  pokok pikiran,
pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok
bahasan itmiah dengan menuangkan gagasan tertenty melalui
identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan,
kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

6. Penghargaan adalah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk
penghargaan lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/
internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.

7. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawsai Negeri Sipil yang
dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon vV
atau pejabat lain yang ditentukan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Pasal 2

Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun
manajemen.

Pasal 3
(1) Analis  Kebijakan merupakan  pejabat  fungsional yang

berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang
kebijakan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Analis  Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan karier.



Pasal 4

Tugas Pokok Analis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah
kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil anaiisis
kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan
pada kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan
pemerintah daerah.

BAB it
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANS| PEMBINA
Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan yakni Lembaga
Administrasi Negara.

Pasal 6
Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;

C. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsionai Analis Kebijakan;
. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan;

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
fungsional Analis Kebijakan;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsionalfteknis
fungsional Analis Kebijjakan;

h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
J-  memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan;

k. memfasilitasi penyusunan dan Penetapan etika profesi dan kode
etik Analis Kebijakan;

l. melakukan pembinaan Tim Penilaj jabatan fungsional Analis
Kebijakan; dan

m. meiakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Analis
Kebijakan.




BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

(1) Jenjang jabatan fungsional Analis Kebijakan dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a. Analis Kebijakan Pertama;

b. Analis Kebijakan Muda;

C. Analis Kebijakan Madya; dan
d. Analis Kebijakan Utama.

(2) Jenjang pangkat Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Analis Kebijakan Pertama:
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ifi/b.
b. Analis Kebijakan Muda:
1. Penata, golongan ruang Itl/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lli/d.
C. Analis Kebijakan Madya:
1. Pembina, golongan ruang (V/a:
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Analis Kebijakan Utama :
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d: dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e. |

(3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang
jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan jumiah angka kredit yang ditetapkan.

(4) Penetapan jenjang jabatan Analis Kebijakan untuk pengangkatan
dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumiah angka kredit yang
dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

{5) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang
jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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BABV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Analis Kebijakan yang dapat dinilai
angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:

b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
alisis Kebijakan, meliputi :
perencanaan kegiatan;

identifikasi masalah:

2.

formulasi kebijakan;
proses penetapan hasil analisis;
implementasi/pelaksanaan kebijakan; dan
evaluasi kinerja kebijakan.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis kebijakan;

b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di
bidang analisis kebijakan;

C. pengembangan sistem analisis kebijakan;

d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis di bidang analisis kebijakan; dan

e. kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.
4. Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:
a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;

b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis
Kebijakan;

¢. keanggotaan daiam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsionai
Analis Kebijakan; '

e. perolehan penghargaan, tanda Jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya;

perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
g. perolehan gelar kehormatan akademis.

e R TR o



BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Analis Kebijakan sesuai dengan ienjang jabatan,
sebagai berikut:

a. Analis Kebijakan Pertama, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sehagai
peserta/anggota;

2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue
kebijakan yang bersifat internal (instansional);

3. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue
kebijakan yang bersifat regionalfwilayah/daerat;

4. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah
substantif (strukturisasi masalah);

5. Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang
relevan dengan issue kebijakan;

8. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari
penerapan  metodologi  terpilih  untuk menganatisis
kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis  kebijakan, secara berkelompok sebagai
Peserta/Anggota;

9. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;

10.Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam
pelaksanaan kebijakan;

11.Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota;

12. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

13.Mengoiah dan menitai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota;

14.Menyusun  laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;



15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota:

16.Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagati peserta/anggota;

17.Menyusun  kebijakan/peraturan pemerintah  sebagai
peserta/anggota;

18. Menjadi saksi ahli.

. Analis Kebijakan Muda, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja crganisasi sebagai
peserta/anggota;

2. Mengumpuikan (mengenali dan mencari) issue-issye
kebijakan yang bersifat nasional;

3. Memverifikasi  dan menspesifikasi  masalah  untyk
menentukan agenda kebijakan (masalah formal);

4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang
akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);

5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;

6. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan
analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat
sederhana (1-2 metode);

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari
penerapan  metodologi  terpilih  untuk menganalisis
kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota:

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis  kebijakan, secara berkelompok sebagai
peserta/anggota;

9. Menganalisis permasalahan kebijakan;

10.Menyusun  alternatif kebijakan sebagai solusi masalah
kebijakan;

11. Menyusun konsep kebijakan {draft) yang bersifat beschiking
(penetapan);

12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;

13. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan
kebijakan;



14. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijjakan
sebagai peserta/anggota;

15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

16.Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota;

17.Menyusun laporan  hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota:

18.Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota;

19.Menyusun laporan hasii dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

20. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai
peserta/anggota;

21. Menjadi saksi ahli.

- Analis Kebijakan Madya, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai koordinator:

2. Mengumpuikan (mengenali dan mencari) issue-issue
kebijakan yang bersifat internasional;

3. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang
akan dilakukan, yang bersifat kompleks {lintas instansi);

4. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
5. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan

analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat
kompleks (3 atau lebih metode); -

6. Mengoiah hasil data dan informasi yang diperoleh dari
penerapan  metodologi  terpilih  untuk menganalisis
kebijakan, secara individual;

7. Mengolah hasil data dan informasj yang diperoleh dari
penerapan  metodologi terpilih  untuk menganalisis
kebijakan, secara berkeiompok sebagai koodinator:;

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis kebijakan, secara individual;
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9. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis  kebijakan, secara berkelompok sebagai
koordinator;

10. Menganalisis permasalahan kebijakan;

11. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah
kebijakan;

12. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan:

13. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil
penilaian  terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam
bentuk memo/telaah kebijakan:

14. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat regelling
(pengaturan);

15. Membahas konsep kebijakan sebagai pPembahas:
16. Merumuskan hasil pembahasan kebijakan;

17.Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai pembahas;

18. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

18.Mengoiah dan menilai hasil pPemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;

20.Mengolah dan menilai hasil Pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai koordinator:

21. Menyusun laporan  hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

22, Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

23. Mengolah dan menilai hasi| evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota;

24. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluas; kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

25, Menyusun kebijakan/peraturan Pemerintah sebagai
peserta/anggota;

26. Menjadi saksi ahli.
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d. Analis Kebijakan Utama, meliputi:

—

- Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;

N

Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan:

3. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil
penilaian  terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam
bentuk naskah akademik:

4. Membahas konsep kebijakan sebagai penyaiji;

5. Menyempurnakan kebijakan yang bersifat regelling
(pengaturan)

6. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai penyaii;

7. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara individual:

8. Menyusun laporan hasil pPemantavan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai koordinator:

9. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

10. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;

11.Mengolah dan menilai hasil evaluasi kKinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai koordinator:

12. Menyusun _laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
petaksanaan kebijakan secara individual;

13.Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasj kinerja
pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai
koordinator:

14. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah  sebagai
narasumber;

15. Menjadi saksi ahii.

(2) Analis Kebijakan yang meiaksanakan kegiatan pengembangan
profesi dan penunjang tugas Analis Kebijakan diberikan nilaj
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ini.
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Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebijakan yang
sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Analis
Kebijakan fain yang berada di atas atau di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara
tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
datam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

a. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan satu
tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
' ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit
setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini.

b. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan dua
tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 60% (enam puiuh persen) dari angka kredit
setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini.

c. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
100% (seratus persen) sama dengan angka kredit dari setiap butir
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ini.

Pasal 12

(1) Pada awal tahun, setiap pejabat Analis Kebijakan wajib menyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1
(satu) tahun berjalan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan yang
bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.

(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

(4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat
dilakukan penyesuaian.

13



Pasal 13

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri

dari:

a. unsurutama; dan

b.  unsur penunjang.
(2) Unsur utama terdiri dari:

a. pendidikan;

b. analisis kebijakan; dan

C. pengembangan profesi,
(3) Unsur penunjang terdiri dari :

a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;

b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis
Kebijakan;

. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional
Analis Kebijakan;

. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya;

f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
g. perolehan gelar kehormatan akademis,

(4) Rincian kegiatan Analis Kebijakan dan angka kredit masing-
masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 14

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oieh
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan
dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan, untuk:

a. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1y
Diploma 1V sebagaimana tersebut dalam Lampiran I} Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ini:

b. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Magister (S2)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1Il Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ini; dan
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c. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Doktor (S3)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan;
dan

b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Jabatan fungsional Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata
Muda Tingkat |, golongan ruang Ni/b yang akan naijk jenjang
jabatan/pangkat menjadi Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata,
golongan ruang lli/c angka kredit yang dipersyaratkan paling
sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.

(2) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c yang
akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, gofongan ruang Ili/d
angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari
unsur pengembangan profesi.

(3) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat |, golongan ruang
Il/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analis
Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang 1\V/a angka
kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur
pengembangan profesi.

(4) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang iV/a
yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat 1, golongan
ruang IV angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8
(delapan) dari unsur pengembangan profesi.

(5) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat |, golongan
ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan
paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.

(6) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat menjadi Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang
dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur
pengembangan profesi.
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(7) Analis  Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d yang akan naik Pangkat menjadi Pembina
Utama, golongan ruang IV/e angka kradit yang dipersyaratkan
paling sedikit 14 (empat belas) dari unsur Pengembangan profesi.

Pasal 16

(1) Analis Kebijakan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan
pangkat berikutnya,

(2) Analis  Kebijakan pada tahun pertama telah memenuhi atay
melebihi angka  kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun
kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh
persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas
pokok Analis Kebijakan,

Pasal 17

Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
VIe, setiap tahun sejak menduduki Pangkatfjabatannya waijib
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari
tugas pokok. '

Pasai 18

(1) Analis Kebijakan yang secara bersama-sama membuat karya tulis
iimiah di bidang Analiis Kebijakan, diberikan angka kredit dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penuiis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penuiis
_utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu:

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50%, (tima puluh persen) bagi penuiis
utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk
penuiis pembantu; dan :

C. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penuiis
utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk
penulis pembantu.

(2} Jumiah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 3 (tiga) orang.
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BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 19

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Analis Kebijakan waijib mencatat, menginventarisasi  seluruh
kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

(2) Setiap Analis Kebijakan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.

(3) Analis  Kebijakan yang dapat dipertimbangkan  kenaikan
pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil.

BAB VIl
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Pasal 20
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

a. Kepala Lembaga Administrasi Negara bagi Analis Kebijakan
Madya, pangkat Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b
sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IVie dj lingkungan Lembaga
Administrasi Negara dan Instansi lainnya.

b. Pimpinan Instansi (eselon il yang membidangi Kebijakan) bagi
Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda tingkat 1,
golongan ruang itl/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi
masing-masing.

C. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Il yang di
tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda
tingkat I, golongan ruang Iii/b sampai dengan Analis Kebijakan
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Provinsi.
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d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon || yang
ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda
tingkat I, golongan ruang Hi/b sampai dengan Analis Kebijakan
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tim Penilai
Pasal 21

Dalam menjatankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, dibantu oleh:

a,

Tim Penilai Analis Kebijakan bagi Kepala LAN pada Lembaga
Adminitasi Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat:

Tim Penilai Analis Kebijakan bagi Kementerian/Lembaga yang
membidangi  Kebijakan pada Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi bagi Sekretaris Daerah
Provinsi atau Pejabat Eselon ) yang ditunjuk, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Provinsi: dan

Tim Penilai Analis Kebijakan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota atay Pejabat Eselon 1) yang ditunjuk,
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

(1) Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan terdiri dari unsur

teknis yang membidangi Analis Kebijakan, unsur kepegawaian,
pejabat fungsionai Analis Kebijakan.

{2) Susunan keanggotaan Tim Penilaj sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

C. seorang Sekretaris merangkap anggota: dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis
Kebijakan.

(4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf

d, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/
Kabupaten/Kota.
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(5) Sekretaris Tim Penilaj sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai:

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi
kerja Analis Kebijakan: dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.

(7) Apabila jumiah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebijakan, maka anggota
Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang
memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan,

Pasal 23

(1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka
kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Instansi di Lembaga
Administrasi Negara.

(2) Apabila Tim Peniiai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian
angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim
Penifai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau
tim penilai Instansi di Lembaga Adminitrasi Negara,

(3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan ofeh:

a. Kepala Lembaga Adminitrasi Negara yang membidangi Analis
Kebijakan untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat eselon | yang membidangi Analis Kebijakan di
Kementerian/Lembaga untuk Tim Penitai Instansi;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilaj Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai
Kabupaten/Kota.
Pasal 24

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipi! yang telah menjadi anggota tim penilai dalam
2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali
setelah melampaui masa tenggang waktu 1 {satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilaj yang ikut dinilai, maka
Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai
pengganti.
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Pasal 25

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan dan tata
cara penilaian angka kredit Analis Kebijakan ditetapkan oleh Kepala
Lembaga Admintrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina
jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit
Pasal 26

Usul Penetapan angka kredit Analis Kebijakan diajukan oleh:

a.

Pimpinan unit kerja setingkat eselon I pada masing-masing
instansi, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada
Kepala Lembaga Adminitrasi Negara bagi angka kredit Analis
Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat. golongan ruang
IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan KementerianlLembaga,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat eselon Iil pada
Pejabat struktural eselon i yang membidangi Kepegawaian untuk
angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat penata Muda
Tingkat I, golongan ruang Ili/b sampai dengan Analis Kebijakan
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di
lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.

Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon JJi
kepada Sekretaris Daerah Provinsi atay pejabat eselon II yang
ditunjuk untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang /b sampai dengan
Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
di lingkungan Provinsi,.

Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eseion N
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon i
yang ditunjuk untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama,
Pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang /b sampai
dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota,

Pasal 27

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Kebijakan yang
bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 28

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jjabatan Analis Kebijakan

adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 29

(1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam
jabatan Analis Kebijakan harus memenuhij syarat:

a. berjazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma v dengan
bidang flmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai
dengan kebutuhan instansi:

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat |, golongan ruang
i;

€. mengikuti dan luius pendidikan dan pelatihan fungsional di
bidang Analis Kebijakan; dan _

d. nitai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat
(1) angka kreditnya ditetapkan 150 (seratus lima puluh).

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan
tugas pokok.

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan
fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan dari Calon
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan  Analis Kebijakan dapat  dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 29
ayat (1);
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b. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan:

C. memiliki pengalaman di bidang analisis kebijakan paling kurang
2 (dua) tahun; dan
d. usia paling tinggi 50 (lima puiuh) tahun,

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah
angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit,

(3) Jumiah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 31

(1) Analis Kebijakan dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi
Syarat:

a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan:;

C. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;

d. telah lulus uji kompetensi; dan
e. masih tersedia formasi.

(2) Analis Kebijakan dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi
syarat :

a. mencapai angka kredit yang disyaratkan:

b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam
pangkat;

C. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan

d. syarat iain yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.

(3) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikyti dengan kenaikan
pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebeium kenaikan pangkat,
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BAB X|
KOMPETENS
Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis
Kebijakan yang akan naik jenjang jabatan setingkat (ebih tinggi,
yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebin
lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaky pimpinan
Instansi Pembina.

BAB Xi|
DIKLAT
Pasal 33

{1) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi
dapat mengikuti dan Iulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
jenjang jabatan.

(2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih ianjut ditetapkan oieh Lembaga
Administrasi Negara selaku pimpinan instansi pembina jabatan
fungsional Analis Kebijakan.

BAB X[l
FORMASI
Pasal 34

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kebijakan
dilaksanakan sesuai formasi jabatan Analis Kebijakan dengan
ketentuan, sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Anaiis
Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis
Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara setelgh mendapat
pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Analis
Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis
Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, BupatiMalikota setefah
mendapat  persetujuan  tertulis dari  Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian
Negara dengan tembusan disampaikan ke instansi pembina Analis
Kebijakan.
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Pasal 35

(1} Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada indikator,
antara lain :

a. ruang lingkup kebijakan:

b. jumiah kebijakan yang dihasilkan:

C. karakteristik pekerjaan/tugas pokok: dan
d. jumlah dan jenis jabatan.

(2) Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi Pusat, setiap
lingkungan eselon | sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang
sifatnya perumusan kebijakan adalah paling banyak 10 (sepuluh),

(3) Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap lingkungan eseion I,
paling banyak 6 (enam).

(4) Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap lingkungan
eselon ll, paling banyak 5 (lima).

(5) Penentuan jumlah kebutuhan Pegawai (formasi) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada
analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XIv
PENURUNAN JABATAN
Pasal 36

(1) Analis Kebijakan yang dijatubi hukuman disiplin tingkat berat
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan
yang baru.

(2) Penilaian  prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.

(3} Penurunan jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DAR! JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 37

(1) Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |,
golongan ruang lilb dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling
kurang 40 (empat puluh) dari tugas pokok.
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(2) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang /e dan
Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
Ii/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka
waktu 5§ (lima) tahun sejak diangkat datam pangkat terakhir tidak
dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 80 (delapan
puluh} dari tugas pokok.

(3) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang iV/a
sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling
kurang 120 (seratus dua puluh) dari tugas pokok.

(4) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling
kurang 160 (seratus enam puluh) dari tugas pokok.

(5) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e, dibebaskan sementara dari Jabatannya apabila setiap
tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari
tugas pokok.

) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2), Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kebijakan;
€. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembaii
Pasal 38
(1) Analis Kebijakan yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) apabila telah mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan
Analis Kebijakan.
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(2) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dinyatakan tidak bersalah atay dijatuhi pidana percobaan.

(3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sémentara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali
ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berusia paling tinggi 51
tahun.

(4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf ¢, dapat diangkat kembali
ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila telah selesai cuti di luar
tanggungan negara.

(5) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3} huruf d, harus diangkat kembali
ke dalam jabatan Analis Kebijakan setelah habis masa tugas
belajarnya.

(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan  Analis Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan
dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analis Kebijakan
yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 39

(1) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan. '

(2) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan
penurunan jabatan. :

_ Pasal 40
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian
dari jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37, Pasal 38, dan Pasal 39 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB XVI|
INPASSING
Pasal 41

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini masih dan
telah  menjalankan tugas i bidang kebijakan berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/difnpassfng
ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

(2) PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut;

a. berfjazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan
bidang ilmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai
dengan kebutuhan instansi:

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat |, golongan ruang
IN;

C. nilaj prestasi kefja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

d. memperhatikan beban kerjafkebutuhan formasi: dan

e. lulus Uji Kompetensi.

(3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianfinpassing dalam jabatan
Analis Kebijakan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Vv
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini.

(4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran v
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini, hanya beraku sekaii selama masa
penyesuaianfinpassing.

(5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi PNS yang
disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka dalam meiaksanakan penyesuaian/finpassing  perly
mempertimbangkan formasi jabatan.

(6) Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini
ditetapkan dan harus sudah selesai Pada akhir Desember 2013. v

BAB XVl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

(1) Untuk kepentingan dinas dan/atay peningkatan pengetahuan,
pengalaman, dan pengembangan karier, Analis Kebijakan dapat
dipindahkan ke daiam jabatan struktural atau jabatan fungsionaf
lain,

27



(2) Dengan ditetapkannya jabatan fungsional  Analis Kebijakan
jabatan struktural eselon M dan eselon I/ g masing-masing
instansi perly ditinjau kembal;.

BAB XVii}
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih Janjut oleh Kepala
Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian

Pasal 44
Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan inj
dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjay kembali.
Pasal 45

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2012

CNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REFYRMASI BIROKRAS]

28



sApen Yy 51’0 uesode) 8t feuoisowe; -
v
epnpy -y St ] ueJode i ruoay -
BwE Wy .. ._.o uesode] 94 yeoepmeARmeuoBey -
(reuoysews vep ‘muoseu ‘wasERpRAEIBUCION) rwasyg g
Bumuad Wy zZi'o uesodey 5l (Isvorsumsuy) ewery ‘B
hggiaiiggngégvig 't _ NeEtw sevupuep| vy uexefiqey sreuy| i
ey Wy Si0 uelode 143
EPNA My [} uelodey £l ‘elobfivemistey q
I e
,ﬁ_ B mwums_ b4 15'0 Uesode] 2 oeumpooy 8
__ ! jefeqes [enuetio eliey auesuos uneniuey umeBey usvuedtsa ussumaqua! ||
Il
([E— |
| BWELRA Wy z Edpes defleg bt it veBuojos UejRger Bl e D
i Bueivap eni ! d y
_‘V Lwag Q50 iejupias deneg oL wisf 0g-oL LY T
! Buelusr emwag 1 1eunLes degeg [ wef 03-L¢ BAvgwE] g
_, Bueluar enweg z 1eues depeg 8 wel pgi-1g shumum ‘g
__ Buelusr enwag £ 1yas depag L wef 0gt-t9| eAueumy  p
Sueluar enwas 3 Iias deeg 9 wef opo-Lgp shusurey ‘g
mm Buefuar enuwiss [ 1eaues deneg g wief 0ps-4 19 efumuen |
ke | Euorstuny siue) iWseupay
i Bueluar enumg Sh IeiyUss denag 4 Wef 095 1ep yige] Biveum  -) .
.,_, Leted ‘teipuad @
| Buefusr enwaeg oot yeze|| € Aeuwoiig AL §) evefms
% Sueluar enwog o5t yezel) z 29) omtbey  q
ﬁ Suefuar eng 00Z yezel| b (eshopoq =
_, naing ey ) Muuog Leyippuey | uBeplPUed| |
NY.L V1034 o WSYHNVALYS | 300M NvLVIOZN ¥nsNnans unsNn OoN

NYVYNYSHVIad

Z1og werugay gy TYOONYL
TLOZ NNHYLS : HOWON
ISVEAOHIE ISYWHOIIM NvQ

YHYDIN HNLVEVAY NYYNNOYAVONTY

IHALNIWN NYENLVHId © | NVHIdNY

VANLIOIUA YAONY NYQ NYYYTIEIN SMvNY IYNOISONNZ Nvivayr

NY.LYIDEN HILNE NYIONR




sApeN wy as'0 uesade) )
EPOI v oE'c ueJode] Be S iR uEiEhqeN yemesw) wiyos [etwqas uneiqey meweye unshitueyy .
EPNA My oc'o uelode) i ‘neliooy teuemssuted tpeuetueyy  ¢| ueyefiqey Isenuwo, g
BLUIPNDS Wi . 210 uesodey at
— -7 ] =
PN My r2'o ueinde [ eolluyepesos (2
eipepy sy ar'o ueIode be Joreupoey {3
: teBeqes ‘yodwojey ‘g
eADEW Wy 8O umode] £t hpinpur g
_ "EREIas ‘umieliqey sisieve Wejep e Uep ED UByBOtusd lisey vexifeduay "
ﬁ BWeLAY My s2'o vesode i
? BRMEY My 050 uglodey e ejolfigrepesey  (z
— T i
__ eApew v 06'c vesode o seprony; (1
% : mBeqes yodworey g
,_ - -
I EAPEW v 08'0 ueode) 62 o
i - ! @18285 URYOfIgey SrPUBOUSW YN ypdiey
il gﬁe&&&&sggﬁssc%asﬁﬁﬁg 8
edoepy My 05'0 vRioden 4 ( sporeur yroy neje ) myerducy g
m_ EPRYY MY or'o uaiade 1z (spojewws z-|) eumyrapeg e
T : eysseq Buek ‘( veyningey ebuep
.Wm fenses ) ueyeliqox smeu  ueymyBw YN iorpojewr uRNdROLEW uep unsniuow -,
I ewenyy e resodasy 9z
W_ eAoem yy | fESOdauy d
_ﬁ =Wy 8i0 fesodasy d
R eweod sy 60'0 Jesodeuy €z vemfigey sisieur usjeiloy BpusOR unsniuely B
ehpep v 0z'0 Ursode €2 (rsuersty sejup) syepdwoy  'q
EpNYY MY 81’0 uesodet z2 (muosuesy) sueyopeg
eeq
Buek ‘wenjrovenp ueye Busk unyefigey srepeue ynun seuijony veyndumSuen
v, . veysigey
BUtELSY My vz’ uesode) iz oSSy UeBuep usAsi) BueA UmymYRND BB BuBK UEYBfigeY [rENUUODUBe
. " Yreutroy yepsecw) -
BRI MY 820 Rioden oz Ueyofiqay Epusle veNjueuSw ¥ntm yemSFus BeYUFedsUSLY uBp ISepeALeY
_ _ . epsons
EuiELSd XY sto vesode? 8t FSSUITIUIS) JGUSIIONS Yereinius LeynUSLSW YTUn eresew eyypLepBusy

et )
VHONY

NVLvVIOaM
NYYNYSHYI2d

¥NSNN ans

USYH NYNLYS 300M




14

eusuedy [ orp uRJoden 59
BN Wy 08'0 Ueuode 9 ejodbuyeressy (z
eApepy v 0z's ueicde) £9 Jojeupsooy {1
—_— | %]
i ! reBeqes Yodwomy -q
ehpepy yy 0z't uesode] 29 e )
—_ ] et _——
usydeayp
. yers) Buek iexye/igey vsvvesymed ueneyuswed sy fepow vep yeucyy g
PLBMEA Yy -1 %] uaiode) 19
BpNW My oc'0 uejode 09
2Ape| P uesod Y8ic uBmieyp 'BpR Sumd wersy
i sro Blode 65 CINIETRRISG UeRImSID yue Bund ukyeligey ussuesyEed BnenBRd veyeNy "
BUIBHSH Wy ai'n vesode gs
BN Sy az'o uesode is ‘iobfuemuarey o
eADEWN My $Z'0 ueiode] 96 oymqueg q
BWRI Wy i 09'0 Uelode] (-] felueg =
: [efeqos ueysfigey wevuenimed resyesos umeiBoy imimymey ¢
EPNN My BO'D UeNseEN ¥S ‘umiefigey useverymed [SESIIBISOR YMUN UByeq-UeyRq uenderiuey <2
FwEDeg yy 100 yeysey £s usxefaey uvsiesynod wemp (o uopoe ) usmerBe eusouer v unsnivery comayerod ; oy ey dan g
| EwEn My 00’1 uexseN o {uemzbuad) Supsley  q
i ewen My ¥ yensey 15 [T e —
: , ‘usnyefigey ueyewindupiuepy g
, BADRW Wy 5’0 urloden a5 Umiefiged upseyegquied isey vevsrwinieyy 7
I BWELaY Wy 90'0 uesode &
__ BPAW M “ar'g uasodet gy ‘wobbuemuesey ‘o
I eiewoy o ueiodey 1y TeHeRAd 9
: ewel Ny 090 e ob eluag w
__f ! EBeqes Ueyefiqey desvoy seysquay 5oy undeyeued sesaiy o
* EApE Y 08t ymysen s (veimetued) Sumadey 4
_, EPNW My 00'L yexrsen a4 {usderound) Bupposeg e
, 1818009 BUBK ‘(yesp) Ueyeligey desuoy unenduey g
ﬁ BLel] My 08’0 uB.ode £r ueyefiqay yeyseusywepaye yeyser g
EADE MY 09’0 uJode b 4 veyeliqey yeepyowew @
7 T : Nruey weep ueyefgoy inuwaye
ARUSIE depeire) usmpied ysoy ueBuop fenses veyeigey fsupuswoya) unsnivey -,
WEIT My 09'0 usade Ly
- o RALYRMBGD URTRGR]
BADRW MY og’o vesode] o Bumpsof yjoro 10y BusA uwyeigey mvweye-spuwein depeqs; uB/Riuad teymyeie .o
ST U EE g s Vwrrmer mbben i e - .- s . [ . e R ST . “o.
NYLYIDIN
NSNM 8NS
NYYNYSHY13d HNSN




BlURLR Ny oi'o uesode &g
EPIA My oz'o umsode en
eldpew yy ot'o ueiodey i8
kb oo uereden 88 fiye exyee ipefuoyy 14e 1ores pefuoyy ‘o)
Ewlelay My 20'0D uziode 58
EPNIN WY sl0 ueiodey g
eApep v $2'0 ueiade) o ‘wobbusepessy  q
ewey Hy  s90 uesode) 28 mquneemN B[ Uersuls i uemesed
. “iﬂnlcgsicaaub%i%s_:iicu: Sﬁgﬂ:ﬁ 4
BWELS Sy se'o urjodery 8]
EPNA Sy oL'o uelode] 08
eApey v s0'L uesode] &2 Bodluvepasey  (z
Bwen Yy ar't uetode) 8 | d0purpinoy
! yodwoey 'q
_ BWEIN Yy orl ueiode) 7] nompur ®
‘ : [ednqes
m_ umyeigey usaumssyoied eleuy menmens vepved wep ey uRiode| unsniuepy ‘g
_,_ BWENSS My or0 ueioden) 0
EPOW My o8'p ueiode -7}
| edpemwy 0z't uesode L eofbuyrpesey (2
C eweny 094 uesode & Hogeupiaoy ()
T T yodwopey g
i ewEn sy o9 uesode z ey w
I r—
Yere) Suud umyshaey ueersryeed eleun |sernms feey [Bitueu uep yeoBuoyy -2
eApEN MY 080 uesoden 74
BRI WY 02’4 uelode 1z ‘HOIO LRNANREP ‘BpR BuRA Wweisis uemseeq . .
VEXIEISHD 48] Sumk umyuiiqey uewuesysd ofieun muness veyouesyRen -, ueyRiqey Bfeupy eneag g
ELIELDg My . seo uRsode oL
e oo ueiode] a8
eApEW My 5ot uesode 89 RoBOIyREeSey (7T
 ewenyy e ursode 19 Hyeupi00y (3
mbages yodwoey
BluEy) Wy ov's uetade -] npnpUy w
JRENS URYigey usetesyued uenepmued gyey umiode unenfuey B,
zhﬂﬂmﬁm 4 Ty WUSYHNvALYS | 3gox NVLVISN uNSNN ans ¥NSNN




Buslusr enwag . g yeysey 901

l_ T umeNey q
buelusr emueg | £ ming 50 ming B
—_—
\EfED Umiiemmand (p sepn Buek ueysdqey Buepiq p ..%&EEE!__% z
Susfust snumg | s'e yevsen ol Buwuamiog Bues isuesuy yajo inyemp Busx yerleny 4
;IW._NE»_.. Enlag N pl nyng €0t [BUOISBU BR800 UEIBPRIP NEYE UBYNIEP BBk ming © ek umisq wep rnq
- emand 1p Buei ueyshaex Suspiq 1p ming inpefuswumiyEwepousyy  §| UEMPRAuad ; ueyeursiiouag aq
Bueluer enwag . ! IUes z0) Lexeliaey Buere Ip sesiuessuseduwoy i fnyBeeyy suejedway i o
..F Buefuar enueg g yEysen Ll wenjefiqey Buepiq p vewoped usyeIndweiusw neye vep nsnfusyy 2 uBwopay
“iulu:rm_co_. s § UENsEN oot opeliae Busprd (o sepuIns usyeumdiuoAusi neje uep unsnkuoyy | Lt
_’mcu__cma s ¥ PN % Eumeeg p yetumy vesen nels uep Lesetiel .Eﬂ_éﬁzh_“aﬁcﬁsﬂﬂﬂ “n”_naﬂma:.wz} ¢
Suefuar enueg ¢ el o INERG useenLIUBgRNP Bues uefqey Auepig 1P Joindod ey Euﬂﬂuﬁn §
Bueivar erusg g'e ueseN 8 UeeiBw ymuaq wersg  q
Bueluar enwsag ) myng o6 Mg Ynjveq ueeg €
__ o B vexsseiand yepip Sued ueveligey Buepg |p wpues LesBen
BBuSD Ueur vesin nee venelun wduag e BATYSIN) BARY jEnqUBK "
| Buetuar enwss v Yewsen s8 Yejefew ymueq uereg g
_ﬁ_ ) Buefuar emuag Y nyng ) JRLOSEL €.506% LBNMpaiR 2 UBNIGIGUD Buek nyng Yrusq wewey &
N vAsEignd p Sued umyeliqey Buepg Ip Lpues Leseten
UESUSH YemLa uesen neje uenefuy edriag Ueluy eAmeminy sArey 1Bnquisy -
J&cﬁ. erweg 4 yysen €6 UBIEYEW ymueq wewn 4
‘ Buefusr enwag 8 ming z8 MAq YNiusq ueieq ®
o ‘ uRyi2Eyand b yepn Sued ueyeligay Buepiq
IP {$emERS UED Aanins ‘ueifeyBusd ‘Uenteucd neey weny eieyen el enqweny .,
Suefuer enweg . ] yeyseN 18 ey yerelow weeg g
buefuer enweg szl ming 08 EUOISEU Batvas UmyEpoD Uep LEiNG.oUp BURK ming yniusq umieq ®
umsand 1p Beed Leyeamy huepyg
P [$ErrRse uBp Aains ‘UnlmBued “umpreusd pemy ysiuy eXnmyeng eisey mnguwey .
zqﬂﬂﬁww.v_‘m 3 uﬁwuﬂ USVHNVNLYS | 300M NYLVIO3N ¥NSNN B8NS




Bueluer enweg SL sejabyess 821 (e9) om0y o
imcm.—cu_.. EAWag T m: ] Jefabsyezf GZL {z¢) soisbepn q
Buefuer enwag T S BT ] 2L Al ewordig | &) Buslmg e
. + SAusmO Buspya ueduep fenso yepr; Busk umn yezeh yerosoduery FE—— EMM”U_ "
Buefuor emuag 5 BSET BpUE) €21 Sliapeye uwieuLoyoY rB1sd yeiuodueyy &
Buelusl enweg 05'o ESEl BpUE)] ezl ISUADL JeBu g q
Buelus! enuses Bl Hn T eser epue) 121 [eugiseN fnyfuy; v
teuwed pep eAuue ueefireyluad Yepuadwepy 2|
buefuar emuag b eser epue| ozi uryel (ynindes) g, o
] Bueluar erusg |Nr BSEl EDUR ) 6L} unves (unind enp) gz q
buefusr enusg | £ BsEF BpUE) 8l unye) (unind efip) og
- T ehing mAmy 8ueoue eheg asef cpumyuestieutuog 1 ﬁaaﬁ_._auhﬂ_nwnu 3
Bueiuar emuag ro'n MYdHMYANa i UBieiqox sireuy RuoKBury uniEqe vereue, ) e ipefuepy Wy wapep iq_oncsnu__ﬁcﬂ a
Suefvafenwas | g uniey 8t o moBbuy q
Buefus! enwag If.cm.o unye | 11} I shunfuey e
. T * rebieqes moyewdngeyIsunaLy prySuy) -2
Buelual enweg sL'0 unye| Pl e eobiuy -q
_ - Buefual ereg - L unye) (413 e snnbued ‘e LeyEfiqey
_. . e oL L | et
Guefuar enweg I ey deneg FATY ’ ¢obfey q
Buefust enwag gL ey deyas 181 L
. :  [80eqes yeur; jsefoiep prybusy  Z
Buefusr enwag b ey denag oii BUoseg
A Buefusr enweas z ey deeg 6oL Jequinsuseu jojeispow fseyEqWey Q
Guefusr erureg £ 11ey densg g0t uelesenuag @ Suepeg jp puscsauoy
i | mbeges whieimyy petywes pryduoyy 4 nns_s-__s! veny 9
Buefuar enurag 90’0 wer denog ueniqey Buepeq |p Joueree)
) z«.ﬂﬂ.ﬂumw._xma YHONY WSVHNvALYS | 300X nskn ans




Suelusd eniuag 0s'o unyey, 8z1 URNBIQUN SijEuY [WUORDury TeqRfod JoyeurRIooN 1efuges UsjeBay uiwﬂ“!!-;_ ehuum o
NYLYIDIN L3Ny
NYYNVSNYTIL USYHNVRLYS | 3a0M

YHONY

NYLYIDIN

e ———

¥NSNN aNs

4nsnn

ON




2
ISVAN0MIT Isvled]

A3Y N6 4/
VIVOIN ¥nLvyvgy NYYNNOvAVaNSS

Y

Zl0Z Merugay gy : TDONYL
CLOZNNHYL G ¢ HOWNON
ISVENOHI ISYWHO 43y Nvg

VHYOIAN ¥NLVUY Y NYYNNOVAYGNIY
143 LNIW MU veag

1 NYYIdWYY

EETTTE T
0501 0sg 002 055 ooy oot 00z o8l HYlwne
LRiqey sieve
ost oS ozt 08 09 o d %oz s ueEiliay UBBUBEYR[ad Bunynpuaw Bueg usimBey
T ONVYrNNNTY ¥NSNNp z
-
I1sejoud :nmcwn:.amcom re)
094 009 ogy ose (174 051 og 05 %08 2 HoNod sefiny g
©pg z
00t 001 oo} 00} oL 00l 001 oot HeIes ueNpIpUSg
veipipey v
YNYLN ¥NSNG| |
&A1 PIAl /Al Al HAl pnn a1 am
YIvLn viOYW vanu YWYLNIS
ASVINISHI ¥NsSNN ‘ON
M YWOTdI/Lg) YNYrivs NwMIGIGNaY NYON3Q NV SMyNy
h§02¢&2§.§ NYMIVNSY Nvg zﬁkxoz&zm& WLNN
TYWININ dLvInmny KT YHONY HyTene




4%

VHVOIN MNLYNVLY NyyNne VaNZd N )
N3N
mﬁs " osg 00z 05 ooy 00¢ 00z 051 HY WP
Tl e e e T wars e
ONVPNNNId unsnn| 2
1s8ycud cwmcunEomcom be!
[¢7.4] 09g ory 02e 00z 0L ob - %oe A0%od sebny g
¥epyg -z
o5t 051 051 051 .08l 051 051 o5} UEIONSS Uedipipte g Ty
ueNIpUSy
YWvVYLN UNSNN L
AL PIA} Al QA AL pan a0y ani
[ vIYiN vAQYW vanw VWVLYZd R P on
NYIVFIEEN STIVNY TvNOISONNS Nvivave _
L9344 VHONY NYa oNvNN NvENOTOD MNVLYSVE DNYFNGP
(zs) MaLsIovW NvILQIaNag NYONIQ NVMvrIasy srvny
LYAONYINYAYEVE NYMIVNEN Nva NYAVIONYONIL ¥runn

Z40Z Ueruqay gy
ZHZ NNHYL G °

TYOONYL
HOWON

ISYEMOWID 1ISYWyO 43y NYQ
YYYIIN HNLVHVYLY NVYNNOYAYONTd
THALNIN NYENLYYES NI NYHidiny

TYRININ ALY Inmny LT3N YMONY HyTwne




8e

VHYOIN 8L vy zﬁzawﬁ&z&. >

RIIANIN
0sg 004 | 08¢ 0oy oog 00z HYIlwnr
ol 004 oL or - . uexrEhqey
0z %ozs SfeUe Leye;Bay Ueelesyared Buminpusiy Bues ueteifiay
ONYIPNNNT G HNSNN
sejaid ueSuequiafugy e
0zs oor [+]:74 093 L - %08 2 A040d sefiny  -g
5 e i d
00z 00z 00Z 00z 00z ooz HEINaS LBNIPIFUS S T
. uByipIpuay
VINYLN ¥NSNN
P/Al A YAl /Al P L]
YIWVLN VAQYN vanw
SSVINT d :
NYIVITEEN STYNY TYNOISONMY NvLvayr : s : Hnsnn
LI934% YONY Nva onvny NYONOTOD NvLvaVYr SNvrNar

(es) Houvoa NYYIQIONSd Nvonag NYXVIIE3N srvny
1VMONYANYLYEY NYIYNIY Nva NYLYXHONYONTY MALNN
TYMININ S0 v Inwny LKI3UM vyoNy Hvmne

¢l0Z Uenuqey gy : IVOONVL
ZHOZ NNHVYL 6 ! HOWON
ISVHOUIE ISYNE0 43 Nvg
VAYOIN HNLYHYLY NYYNNOYAYONSd )
IHIININ NVaNLyy3d Al NI



HVHYENGY dvmzy

ISVIMOHIE ISYinued3y Nvg
YAVOIN ML Yy Iy NYYNNOVAYONTY

8e

IHIINTWN
2 Tick o
i & h r it ol .w'..ﬁ,uu

2ENL £66 a8 £08 oge (£8) Joppoq

FEOL 686 6 €68 058 {zs) 1ai5i8ey BIAI ¢
0EQ1L 986 or6 568 ogg Ald/euefies
e . _ R

Z69 gsg ¥29 08¢ 05¢ {£3) Jopiog

649 5§59 129 195 05g {Z3) Jeysibapy asAl S
589 Z59 219 ¥es 03¢ Algreuefieg

see zie T 178 00¢ (s} Joprog

£6E o€ e 743 00t {Z5) JmsBeyy Bl £
16 g9g S¥E 144 00€ AlQreusreg

661 881 y) £ot 051 {zs) 1a1sbey - :
251 oa1 il z01 03t Alg/eusiing t

HISIUNNHYL NNHYL ¢ NNHYLZ NNHYL § NNHYL L >
LVMONLLIS ONVA HLLSHYZYT ONYNY NYONOT0D ON
NVLVMONYJIN YSYIM NVQ LiaTuy YIONY
NYYVYMaIN SHvNy

210Z Meniqsy gL @ YYHONYL
ZIOZNNHYL S YOWON

ISVHYOHIE ISYWHO43Y Nvag

YHYOIN UNLVHVYIY NYYNNOVAYQ N3d

TYNOISONNY NvLvay ONISSYINYNYIVASIANTd HNLNA dY NN 1g3uN vMONY

IHIINIW NYNNLYHIL A NYHIINYT



